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1. Analisis kebijakan riset untuk inklusi disabilitas 

Riset 

Menjadi 

dasar 

pembentukan 

kebijakan 

Kebijakan 

Mengatur 

tata laksana 

dan perilaku 

Stigma dan 
stereotipe Marginalisasi 

Diskriminasi Kekerasan 

MENGAPA INKLUSI? 
Sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah 

lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan 

mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar 

belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan 

lainnya (Warsilah, 2017) 
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Bagaimana komitmen pemerintah untuk membentuk 

kebijakan riset ramah disabilitas? 

Lantas, mengapa riset terkait disabilitas dan/atau 

melibatkan penyandang disabilitas masih sangat 

minim?  

• UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (Sisnas Iptek) 

• Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 

• Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 

Nasional (RIRN) 

• Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) 2021 

• Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

 

Di hulu, pemerintah menunjukkan upaya pengarusutamaan disabilitas 

di kebijakan terkait riset dalam kerangka GEDSI, tetapi sayangnya tidak 

ditindaklanjuti di hilir dalam berbagai sektor. 

 

(Hermawati dan Arifianti, 2021) 

Rendahnya partisipasi 

penyandang disabilitas di 

seluruh tingkatan 

pendidikan, termasuk 

pendidikan tinggi 

Representasi yang rendah di 

institusi pendanaan riset, 

institusi akademik, maupun 

pencarian data 

Agenda dan proses riset 

yang ada tidak 

merefeleksikan kebutuhan 

penyandang disabilitas 

Pendapat dan pengalaman 

penyandang disabilitas tidak 

tergambar dan tidak 

terungkap dalam temuan 

riset 

Kesempatan untuk menuju 

perkembangan yang lebih 

inklusif terlewat 

Sumber: OHCHR, 2020, Policy Guidelines for 

Inclusive Sustainable Development Goals: 

Research and Innovation, hlm. 7 

SIKLUS 

EKSKLUSI 

Data Badan Pusat 

Statistik (BPS) 

memperlihatkan 

terdapat sekitar 10,8 

juta penyandang 

disabilitas dengan usia 

kerja. Namun, 

hanya sekitar 

5% yang memiliki 

gelar sarjana 

https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2018.html
https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2018.html
https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2018.html
https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2018.html
http://psld.ub.ac.id/in/indonesia-dorong-antusiasme-raih-kursi-mahasiswa/
http://psld.ub.ac.id/in/indonesia-dorong-antusiasme-raih-kursi-mahasiswa/
http://psld.ub.ac.id/in/indonesia-dorong-antusiasme-raih-kursi-mahasiswa/


• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 5 
1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.  

2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan khusus. 

 

• Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang 

memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa 

 

• UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

Pasal 10 
Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi 

hak: 

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikan secara inklusif dan khusus; 

b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada 

satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikan; 

c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan 

pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan 

d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.  

 

• PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang 

Disabilitas 

Pasal 40 
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Pendekatan inklusi sosial 

dalam melaksanakan 

riset dan pegabdian 

masyarakat 

Diversifikasi topik riset 

yang mengaitkan 

dengan disabilitas dan 

inklusi sosial 

Inklusi sosial sebagai 

topik riset prioritas 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2021, Panduan Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat Edisi XIII 

• Alokasi anggaran untuk program terkait disabilitas, 

termasuk riset, masih rendah 

• Belum ada regulasi yang mengatur pelibatan penyandang 

disabilitas dalam forum perencanaan anggaran, baik di 

tingkat pusat maupun daerah 

• Belum tersedia sarana dan prasarana yang memudahkan 

penyandang disabilitas dalam mengikuti perkembangan 

perencanaan penganggaran 

• Keberadaan Unit Layanan Disabilitas yang diamanatkan UU 

tentang Penyandang Disabilitas tidak terlaksana secara 

optimal, khususnya di tingkat pemerintah daerah 

• Sebagian besar topik disabilitas hanya dikaitkan dengan 

isu sosial dan kemiskinan 

Pokja Disabilitas, 2021, Policy Paper: Kebijakan dan Anggaran 

Disabilitas di Indonesia: antara Regulasi dan Implementasi 
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